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Tahun 2023 merupakan tahun kelima Balai Diklat Hukum dan
HAM Jawa Tengah berdiri, sejak 30 Mei 2018. Pada tahun
kelima tersebut, Badiklat Kumham Jateng melakukan
investasi program pemerataan akses pengembangan
kompetensi, serta pembukaan model pembelajaran baru
dalam pengembangan kompetensi pegawai.

Pada rentang antara Januari — awal Juni 2023, Badiklat
Kumham Jateng telah meluluskan serta memberikan akses
pengembangan kompetensi sebanyak 9.014 orang. Jumlah ini
merupakan lompatan luar biasa dari tahun 2022 sebelumnya,
dengan masa setahun kerja baru mencapai 2.019 orang.

2023 is the fifth year that the Central Java Law and Human
Rights Education and Training Center has been established,
since 30 May 2018. In this fifth year, the Central Java
Kumham Education and Training Center invested in
programs to equalize access to competency development, as
well as opening new learning models in developing employee
competencies. In the range from January to early June 2023,
Central Java Kumham Education and Training Center has
graduated and provided access to competency development
for 9,014 people. This number is an extraordinary jump from
the previous year 2022, with a new year of work reaching
2,019 people.
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O atar Belakang

Introduction

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi titik
awal keberadaan Badiklat di lingkungan Kemenkumham.

Terdapat 3 (tiga) Badiklat yang dimandatkan untuk mendukung peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan di wilayah. Pada tanggal 30 Mei 2018, jajaran pejabat administrasi dilantik
secara bersamaan, yaitu Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

Adapun wilayah kerja Badiklat Kumham Jateng meliputi 11 provinsi yang ada, yaitu
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara.

Kalimantan Kalimantan
Barat Utara

Kalimantan Kalimantan
Tengah Timur

Kalimantan
Selatan

Jawa Tengah 1

Nusa Tenggara
Barat

Nusa Tenggara
Timur

DI
Yogyakarta

2
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Introduction

1. Sebaran Wilayah yang Luas

Cakupan wilayah kerja yang mencapai 11 Provinsi, tentu memiliki sejumlah
tantangan sekaligus hambatan. Bangunan infrastruktur transportasi darat, laut,
dan udara yang berbeda serta masih terbatas, merupakan isu utama dalam
akselerasi pengembangan kompetensi yang diadakan.

Karakteristik jalur transportasi yang belum terkoneksi, diperparah dengan
infrastruktur telekomunikasi yang belum berimbang. Krisis pandemi Covid-19
menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem pembelajaran di wilayah
kerja Badiklat Hukum dan HAM.

Pemenuhan pengembangan kompetensi di wilayah dengan jarak tempuh serta
medan transportasi yang belum terkoneksi langsung dari Semarang, Jawa
Tengah, tentu membutuhkan biaya perjalanan dinas yang sangat besar, selain
anggaran penyelenggaraan pengembangan kompetensi itu sendiri.

2. Etalase Kawasan Perbatasan Negara

Long Nawang Nunukan

Kalimantan sebagai bagian
wilayah kerja Badiklat
Kumham Jateng, merupakan
P ——  etalase perbatasan negara
sepanjang 1.920 Km.

Nanga Badau
®

Entikong

% Wilayah ini dapat disebut
o ; 3 \ sebagai wilayah terluar NKRI,

: : : yang seringkali memiliki
tingkat konektivitas sangat
rendah daripada wilayah lain.

Ponf{anak “ ' Wilayah perbatasan lain
adalah Kepulauan Nusa
‘ Tenggara Timur (NTT), yang

3 Palangkaraya terdiri atas Atambua,
" N 5 Kefamenanu, dan Kalabahi.

]
Banjarmasin v/
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3. Karakteristik Kebutuhan Kompetensi

Introduction

Sosiokultural, relief dan kontur wilayah, kondisi geografis, serta karakter budaya
merupakan bagian dari pengaruh adanya perbedaan karakteristik pegawai di satu
wilayah dengan wilayah lainnya. Jawa dan Kalimantan misalnya, jelas memiliki

perbedaan geografis yang berakibat bedanya

kebutuhan pengembangan

kompetensi. Demikian juga pegawai NTB dan NTT dengan kondisi kepulauannya,
menjadikan model pengembangan kompetensi pegawai tidak dapat dipaksakan
dalam keseragaman.

Kantor Wilayah

1 Jawa Tengah

2 Jawa Timur

3 Dl Yogyakarta

4 Bali
5 NTB
6 NTT

7 Kalimantan Barat
8 Kalimantan Tengah
<) Kalimantan Selatan
10  Kalimantan Timur

Jumlah

Unit Pelaksana Teknis
Total UPT

PAS
62

52
15
14
i
21
19
17
18
17

249

Imigrasi Lain-Lain

7 2
10 1

1

48 3

71

63

16

18

16

26

27

ity

21

23

300



O atar Belakang

Introduction

Berdasarkan wilayah kerja sebanyak 11 Provinsi dengan 10 Kantor Wilayah yang
ada atau 40 kepala divisi, mencakup 300 unit pelaksana teknis (UPT) dengan
beragam jenis kebutuhan kompetensi, maka pelu dilakukan pemetaan kebutuhan.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dijelaskan
melalui PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diuraikan bahwa
kebutuhan pengembangan kompetensi PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam
1 (satu) tahun.

Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yaitu kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Memperhatikan komponen
kompetensi itu, maka pemetaan dapat difahami sebagai berikut:

a. Kebutuhan Kompetensi UPT di Pulau Kalimantan

Kalbar
Manajerial =10%
Teknis PAS =47 % )
Teknis Imigrasi =23% SN Kaltim
Sosiokultural =20% : - Manajerial =10%
. ; Teknis PAS =48 %
Teknis Imigrasi =32%
Sosiokultural =10%
®
Kalsel
Manajerial =10%
® Tcknis PAS =67%
Teknis Imigrasi =13%
Sosiokultural =10%
Kalteng
Manajerial =10%
Teknis PAS =60%
Teknis Imigrasi =10%
Sasiokultural =20%
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Introduction

b. Kebutuhan Kompetensi UPT di Pulau Jawa, NTB, dan NTT

L 4

ST“O' G

Denpasar

T l.’!» W b

. ‘ Kupang
Jawa Tengah Bali R
Manajerial =10% Manajerial =10%
Teknis PAS =70% Teknis PAS =40 %
Teknis Imigrasi =10% Teknis Imigrasi =40 %
Sosiokultural =10% Sosiokultural =10%
® _—
DI Yogyakarta ®
Manajerial =10% Nusa Tenggara Barat
TeknisPAS —— =70% Manajerial =10%
Tekr.us Imigrasi =10% Teknis PAS =60%
Sosiokultural =10% Teknis Imigrasi =10%
Sosiokultural =20%
o [
Jawa Timur Nusa Tenggara Timur
Manajerial =15% Manajerial =5%
Teknis PAS =55% Teknis PAS =65%
Teknis Imigrasi =20% Teknis Imigrasi =25%
Sosiokultural =10 % Sosiokultural =5%

Karakteristik wilayah di Pulau Jawa didominasi kebutuhan pada pengembangan
kompetensi bidang pemasyarakatan, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI.
Yogyakarta. Terkait kompetensi manajemen dan sosiokultural, memiliki tingkat
yang berimbang karena konektivitas yang lumayan lebih baik, sehingga dari sisi
kesenjangan maupun kebutuhan lebih rendah daripada kompetensi teknis.

Kondisi di Pulau Jawa memiliki perbedaan dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur,
yang menjadi destinasi wisata dunia sekaligus perbatasan dengan negara asing.
Kebutuhan tersebut berdampak perlunya penguatan kompetensi pada bidang
teknis keimigrasian.
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Introduction

4. Keterbatasan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia / Pegawai

Sampai Juni 2023, jumlah pegawai di Badiklat Kumham Jawa Tengah
sebanyak 21 orang. Pada tahun sebelumnya, jumlah pegawai hanya 13 orang
dengan beban kerja yang mencakup 10 kantor wilayah.

Keterbatasan jumlah pegawai membutuhkan skenario pengaturan bagi tugas
serta kemampuan menjangkau ke seluruh wilayah kerja.

b. Sarana Prasarana

Badiklat Kumham Jateng secara resmi memiliki bangunan kantor beserta
dukungan manajemen lain pada awal 2021. Karenanya, masih banyak
keterbatasan ruangan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi
secara kultural. Keterbatasan dukungan sarana mesti dilakukan terobosan
pemerataan akses pengembangan kompetensi.
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O Desain Pengembangan Kompetensi

Competency Development Design

Proses merancang dan mengembangkan program pengembangan kompetensi pada
lingkungan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, sesungguhnya bentuk dari upaya
merespon sejumlah persoalan. Hal itu menyangkut pada sebaran wilayah kerja yang
sangat luas, adanya etalase kawasan perbatasan negara, karakteristik kebutuhan
pengembangan kompetensi yang beragam, dan keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, desain pengembangan kompetensi dilakukan dengan memperhatikan
hasil kebutuhan pengembangan kompetensi dari 300 UPT dan 10 Kantor Wilayah.
Hasil kebutuhan itu difasilitasi dengan mekanisme usulan melalui Sistem Informasi
Pelatihan Badiklat Kumham Jateng “SILABA".

Di dalam Aplikasi SILABA, disediakan menu jenis pelatihan klasikal dan non-klasikal
sebanyak 347. Jenis-jenis pelatihan tersebut merupakan data awal untuk memenuhi
kebutuhan dari tiap-tiap UPT, sesuai dengan kesenjangan kompetensi, pemenuhan
kompetensi mandatori, maupun pengembangan kompetensi individu sesuai minat
dan bakat, serta memenuhi kesenjangan hasil asesmen kompetensi.

SILABA secara efektif dan efisien dapat mengetahui:

a. Usulan terbanyak kebutuhan pengembangan kompetensi di seluruh wilayah kerja,
sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

b. Efektivitas penyelenggaraan pelatihan berdasarkan kepastian ketersediaan calon
peserta, sehingga memudahkan dalam penentuan skala prioritas peserta beserta
sebaran wilayahnya.
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Competency Development Design

Desain pengembangan kompetensi serta penetapan pelaksanaan pengembangannya,
dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

Identifikasi Kebutuhan

Input Usulan SILABA Analisis Capaian Renstra
Regulasi Terbaru Mandatory Jabatan
Isu Strategis Kesenjangan Kompetensi

Penetapan Tujuan Pembelajaran

Spesifik Terukur / Measurable
Tercapai / Achievable Relevan / Relevant

Waktu Kepastian / 7ime-bound goals

Perencanaan Program Pengembangan

Langkah ini dilakukan untuk mendesain strategi
pembelajaran, metode, penjadwalan, dan sumber daya
yang dibutuhkan

Pengembangan Materi Pengembangan Kompetensi

Langkah ini dilakukan dengan membuat materi sesuai
dengan tujuan pengembangan dan kebutuhan
kompetensi

Implementasi Program Pengembangan Kompetensi

Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan target
kinerja yang diberikan oleh instansi unit eselon 1
(BPSDM Hukum dan HAM) dengan alokasi anggaran

Evaluasi dan Umpan Balik Pengembangan Kompetensi

Langkah perbaikan dilakukan dengan berbasis pada
evaluasi Reaksi, evaluasi pembelajaran, dan umpan balik
dari para pemangku kepentingan.
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Competency Development De51gn
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Pelatihan tatap muka langsung di Badiklat, hanya mampu menampung 2 kelas
secara bersamaan. Kondisi demikian membuat kegiatan pengembangan kompetensi
secara tatap muka sangat terbatas untuk 80 peserta tiap bulan.

Semua jenis pelatihan yang diadakan Badiklat Kumham Jateng, dipersyaratkan bagi
peserta untuk membuat Rencana Aksi yang diseminarkan. Rencana Aksi menjadi
tindak lanjut untuk proses mentoring di tempat kerja pasca-pelatihan. Demikian juga
model penyelenggaraan pelatihan klasikal, dapat dikategorikan sebagai berikut:

Klasikal non-Praktik
Pembelajaran di kelas Badiklat yang tidak diikuti adanya praktik lapangan

di lokus tempat kerja dalam siklus pelatihan

Klasikal dengan Praktik

Pembelajaran di kelas yang disertai JP praktik lapangan di salah satu UPT
sebagai lokus praktik dalam siklus pelatihan

Klasikal dengan Kunjungan [ Benchmarking
Pembelajaran di kelas yang disertai JP kunjungan lapangan di salah satu
UPT sebagai lokus studi tiru (benchmarking) dalam siklus pelatihan

Klasikal dengan Coaching & Mentoring
Pembelajaran di kelas yang disertai adanya proses coaching oleh tim
Badiklat Kumham Jateng, dan proses mentoring dari unit kerja peserta.

10
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Competency Development Design
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Pelatihan elLearning menjadi salah satu model pengembangan kompetensi yang
digunakan sejak awal berdirinya Badiklat, pada 2018. Metode elearning menjadi
salah satu akselerasi pemerataan hak mendapatkan pengembangan kompetensi 20
JP per tahun bagi pegawai yang tersebar di 10 Kantor Wilayah.

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui metode eLearning dikombinasi
dengan Pelatihan Jarak Jauh via Zoom atau Google Meeting, di mana materi materi
diunduh dan dibaca langsung oleh peserta sedangkan sesi penjelasan dari pengajar
diberikan di kemudian hari secara terstruktur dalam jadwal.

090 Qo O @
Lty g e
o \©
elLearning Teamwork, eLearning, Partnership,
Personal Coaching kolaborasi Benchmark
Mentoring Jarak Jauh

Pelatihan elLearning dilakukan dengan mengundang peserta pelatihan berdasarkan
pada pendekatan konektifitas internet yang lebih baik di 10 Kantor Wilayah. Kendati
ada keleluasaan waktu dan lokasi keikutsertaan, eLearning masih dibatasi dengan
deadline waktu penyelenggaraan sehingga masih memiliki keterbatasan peserta.

1l
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Competency Development Design
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Perbedaan kondisi geografis
. . serta belum samanya

Ba60 kecepatan akses internet di
amorooUn e [N kawasan Pulau Jawa, Bali,
woes () NTB, NTT, dan Kalimantan,

perlu adanya model
pengembangan kompetensi
yang dapat diikuti kapanpun,
dimanapun, dan sesuai
pilihan minat bakat, serta
kebutuhan pemenuhan atas
kesenjangan kompetensi.

MOOC menjadi bagian dari terobosan, karena pendidikan merupakan hak istimewa
yang tidak selalu dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi yang berada di wilayah
dalam konektifitas yang tidak baik.

MOOC menjadi bentuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan on/ine yang

melibatkan banyak peserta dan bersifat interaktif. Setiap pegawai di wilayah kerja

Badiklat Kumham Jateng maupun pegawai lainnya, bebas memilih kelas dan topik

materi sesuai bidang yang diminati.

Hal itu sebagaimana sifat MOOC itu sendiri:

1. Massive, yang melibatkan peserta tanpa batas karena memang tidak ada
pembatasan

2. Open, yang tidak mengatur persyaratan khusus untuk mengikuti

3. Online, akses yang diberikan melalui jaringan internet sehingga dapat diakses
dari manapun dan kapanpun selama tersedia konektifitas jaringan

4. Peserta menyelesaikan semua tahapan kegiatan sesuai waktu yang dimilikinya.

12
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Competency Development Design
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Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) menjadi pelengkap dari keberadaan elearning dan
Microlearning yang ada di Badiklat Kumham Jateng. Peserta mendapatkan materi
serta berinteraksi tidak langsung melalui akses elearning dan video microlearning
untuk materi-materi tertentu, sedangkan pembelajaran tatap muka melalui virtual
meeting Zoom atau google meeting.

Pembelajaran yang mengandalkan akses internet dari tempat kerja, tentu mengalami
banyak tantangan serta hambatan. Konektifitas sinyal jaringan internet merupakan
kendala utama, sehingga belum mampu menjangkau secara optimal pada daerah
terluar atau jaringan rendah internet.

Pelatihan jarak jauh pada wilayah yang kurang baik tingkat konektifitas internetnya,
disediakan alternatif metode berupa coaching dari beberapa coach pengampu materi,
dan pembagian kelompok sesuai pemetaan wilayah.

4., Pelatihan Jarak Jauh -~ 7

13
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Competency Development Design
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Seluruh pelatihan yang diadakan oleh Badiklat Kumham Jateng sejak 2023, telah
ditetapkan adanya penyusunan action p/an (rencana aksi). Langkah ini dimaksudkan
agar setiap peserta dapat membuat rencana implementasi dari pembelajaran yang
ditkuti. Baik pelatihan klasikal, pelatihan jarak jauh, maupun pola kombinasi non-
klasikal, semuanya diberlakukan sama.

1. Peserta melakukan proses mentoring dengan atasan langsung saat pelatihan
sedang berlangsung

2. Peserta menetapkan sasaran implementasi materi yang akan dilakukan di
tempat kerja. Proses ini yang kemudian diikuti adanya coaching dan mentoring.

3. Peserta yang sudah menjadi alumni sesegera mungkin melakukan sharing
knowledge atas pengetahuan maupun keterampilan terhadap unit organisasi,
sebagai bagian dari evaluasi pasca pelatihan (EPP) nantinya.

14
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Competency Development De51gn
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FAOMNDUAN LATSAR CPNS T.A 2021

BLC menjadi salah satu sumber akses pembelajaran atau pelatihan yang disediakan
oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada akun BLC, disediakan kumpulan
sumber pembelajaran dari Best Practices pengetahuan kritis Kemenkumham.

Terdapat sekitar 300 modul pembelajaran disertai microlearning di dalamnya, yang
dapat diikuti oleh peserta atau pegawai dari manapun dan kapanpun. Masing-masing
modul pembelajaran ditetapkan konversi 5 jam pelajaran (5 JP), kendati terdapat
beberapa modul yang lebih dari 5 JP untuk bisa belajar mandiri (se/f stuay).

1. Peserta memilih sendiri materi dari sekitar 300 modul yang merupakan bentuk
Knowledge Management atas pengetahuan kritis di lingkungan Kemenkumham

2. Peserta mendapatkan pengakuan pengembangan kompetensi setara dengan b
jam pelajaran (JP), jika menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran yang
sudah diatur dalam sistem BLC.

15
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7. Microlearning dan Podcast S~

@B badiklat kumham jateng - YouTu X -+

& C & youtube.com/results?search_query=badiklat+kumham+jateng e % = 0O a :
= 3 Youlube ° badiklat kumham jateng X| Q U @ signin
@ \ Strategi Pembangunan Zona Integritas Badiklat
Hom: 4 .

o v Kumham Jateng - Badiklat Kumham Jateng...
97 views - 8 days ago
sis ‘ Badiklatkumham Jateng
Zona Integritas bukan hanya sekadar label atau sertifikat, tetapi merupakan upaya
Ii nyata untuk mengubah budaya kerja dan ..
Subscriptions
[ Adaptive Learning Strategy - Badiklat Kumham
Hbreey Jateng Podcast #1
89 views + 8 days ago
Iy .
O > “ Badiklatkumham Jateng
History |

Badiklat Kumham Jateng menghadirkan berbagai macam model pembelajaran
sebagai terobosan memenuhi 20 JP (Jam ..

Microlearning dan Podcast menjadi salah satu terobosan yang dilakukan Badiklat
Kumham Jateng untuk menyampaikan materi pembelajaran. Langkah tersebut dapat
digunakan oleh para atasan kepada bawahannya, atau secara mandiri bagi tiap-tiap
pegawai belajar mandiri.
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(IS RPEI WORKPLACE LEARNING (WPL) EI3:ENFY]
BENTUK PENGUATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
SELASA, 28 FEBRUARI 2023

WEBINAR

BACK T BASICS
FENHSYHRFIHHTHN

BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

WEBINAR SERIES BADIKLAT KUMHAM
JATENG: BACK TO BASICS
PEMASYARAKATAN

FREE CERTIFICATE
SCANUS!

Kegiatan Webinar dan Community of Practices (CoP) oleh Badiklat diselenggarakan
dalam 1 bulan sekali. Masing-masing tema merupakan usulan dari kelompok
pembelajar yang sudah tergabung dari hasil pembagian minat dan bakat, serta tugas
dan fungsi keseharian. Webinar dilakukan secara blended, artinya ada peserta yang
hadir secara langsung di Badiklat Kumham Jateng maupun peserta mengikuti dari
tempat kerja masing-masing.
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O Desain Pengembangan Kompetensi

Competency Development Design
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Badiklat Kumham Jawa Tengah selaku unit yang sudah meraih predikat satuan kerja
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020, menerapkan metode konsultasi untuk
strategi pengembangan kelembagaan. Konsultasi dimaksudkan agar satker dan unit
yang berada di wilayah kerja Badiklat Kumham jateng, dapat meningkatkan kinerja
organisasi dan karyawan.

1. Membantu identifikasi permasalahan kinerja organisais dan para pegawai

2. Memetakan usulan program pengembangan kompetensi dan pengembangan
organisasi yang tepat, untuk bersama meraih predikat WBK dan WBBM

3. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi

4. Menjadi konsultan bagi satker dan unit kerja dalam menjaga performa
organisasi pada aspek pengembangan kompetensi.
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Competency Development Design
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Optimalisasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan cakupan wilayah
yang beragam serta berjauhan satu dengan yang lain, maka model pelatihan berbasis
wilayah menjadi salah satu strategi.

Pelaksanaan pelatihan tidak diselenggarakan di Badiklat Kumham Jateng, Semarang,
namun memperhatikan zonaisasi pada wilayah-wilayah tertentu, untuk menjangkau
lebih banyak peserta tanpa terbebani besarnya biaya perjalanan dinas.
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Strategi Akselerasi

Membangun Konektifitas Pengembangan Kompetensi
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[ Strategi Akselerasi Konektifitas

Connectivity Acceleration Strategy

Akselerasi konektivitas pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Badiklat
Hukum dan HAM Jawa Tengah pada 10 Kantor Wilayah Kemenkumham, yaitu pada
pendekatan 5 model.

Badiklat Learning Center (BLC)

1 BLC menjadi terobosan bagi seluruh pegawai di wilayah kerja Badiklat untuk dapat
mengakses sumber pembelajaran secara mandiri. Hal itu difasilitasi adanya 300-an
modul Best Practices yang merupakan pengetahuan kritis Kemenkumham.

Mentoring (untuk) Sharing Knowledge

Mentoring dilakukan pada setiap pelatihan teknis, melalui tahapan evaluasi Action
Plan (Rencana Aksi). Mentoring diadakan sekaligus untuk sharing knowledge di
tempat kerja yang disampaikan ke bawahan maupun mitra kerja peserta.

Massive Open Online Courses (MOOC)

MOOC dilakukan untuk memberikan akses pembelajaran yang lebih leluasa, tanpa
batasan waktu dan tempat mengikutinya. MOOC dapat diikuti tanpa Batasan jumlah
peserta dalam penyelenggaraan, sehingga memaksimalkan siapapun bisa bergabung.

Webinar dan Community of Practices (CoP)

Sejumlah pegawai dengan peminatan dan bakat yang sama, atau sejumlah pegawai
dengan tugas dan jabatan yang sama, diberikan pengembangan kompetensi melalui
diskusi tematik (CoP) atau secara umum dijadikan sebagai tema Webinar Series.

Pelatihan Berbasis Wilayah

Karakteristik wilayah kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah yang beragam, disertasi
ketebatasan konektivitas transportasi maupun konektivitas internet dihadapi
dengan mengadakan pelatihan yang berbasis di wilayah, atau tidak di Badiklat.




Data Pemenuhan Konektivitas

Pengembangan Kompetensi
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C1 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Data Capaian Output 2018

Pada 2018, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mengawali pelaksanaan pengembangan
kompetensi sebanyak

m Nama Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Dasar HAM Petugas Klasikal
Pemasyarakatan
2 Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Dasar Elearning 40
3 Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Elearning 40
Dasar
4 Pelatihan Pengawasan Orang Asing Klasikal 40
5 Pelatihan Pengamanan bagi Petugas Pintu Klasikal 40

Utama (P2U) Lapas dan Rutan
Total Capaian 200 orang

Pada 2018, menjadi titik awal Badiklat Hukum dan HAM Jateng menyelenggarakan
pengembangan kompetensi bagi pegawai Kemenkumham. Badiklat dengan
keterbatasan personal, ketiadaan ruangan, dan keterbatasan anggaran, hanya
mampu mengadakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebanyak
200 orang pegawai.
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C1 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Data Capaian Output 2019

Pada 2019, Badiklat Hukum dan HAM Jateng melakukan sejumlah upaya akselerasi
pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan memperbanyak model elearning.

m Nama Pengembangan Kompetensi

1 Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Dasar Klasikal

2 Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Lanj Elearning 40
3 Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Lanj Elearning 40
4 Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara Elearning 40
5 Pelatihan Dasar CPNS Golongan Il Klasikal 28
6 Pelatihan Dasar CPNS Golongan |l Klasikal 72
7  Pelatihan Bendahara Pengeluaran Akt. 1 Klasikal 30
8 Pelatihan Bendahara Pengeluaran Akt. 2 Klasikal 35
9 Pelatihan Reformasi Birokrasi Elearning 80
10  Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Dasar Elearning 40
11 Pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga Elearning 40
12 Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar Elearning 40
13 Pelatihan Pengamanan Kepala Regu Lapas Klasikal 40
14 Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Klasikal 60

Komunikasi Masyarakat

15  Pelatihan Teknis Keimigrasian Klasikal 80
16 Pelatihan Pengamanan bagi Petugas Pintu Klasikal 120

Utama (P2U) Lapas dan Rutan
Total 825 orang
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C1 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Data Capaian Output 2020

Pada 2020, Badiklat Hukum dan HAM Jateng melakukan penyesuaian awal seiring
adanya pandemi Covid-19, sehingga skenario pengembangan kompetensi mengalami
langkah-langkah adaptasi.

m Nama Pengembangan Kompetensi

N o0 O bW

Pelatihan Keprotokoleran

Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli
Pertama

Pelatihan Teknis Keimigrasian
Pelatihan Pengamanan Tk. Lanjutan
Pelatihan Pengamanan Tk. Dasar
Pelatihan Pengawasan Orang Asing

Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan
Komunikasi Masyarakat

Total

Klasikal

PJJ

PJJ
Elearning
Elearning

Klasikal

Klasikal

40

160
113
120

40
61

574 orang

25



C1 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Data Capaian Output 2021

Pada 2021, Badiklat Hukum dan HAM Jateng sudah melakukan penyesuaian tertentu
karena adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian itu masih menitikberatkan pada
model pelatihan jarak jauh (PJJ).

m Nama Pengembangan Kompetensi

o A W N

Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli
Pertama

Pelatihan Reformasi Birokrasi
Pelatihan Pengamanan Tk. Lanjutan
Pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga

Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan
Komunikasi Masyarakat

Pelatihan Teknis Keimigrasian
Pelatihan Pengamanan Tk. Dasar

Total

Elearning
Elearning

Elearning

PJJ

PJJ

Elearning

1.624
40
1615
80

40
40
3.839 orang
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C1 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Data Capaian Output 2022

Pada 2022, Badiklat Hukum dan HAM Jateng mengalami masa transisi antara model
pembelajaran klasikal menuju ke pelatihan jarak jauh secara keseluruhan. Pada
proses inilah maka terjadi masih menganalisis kebutuhan model-model pembelajaran
yang bisa massif mengakselerasi konektifitas.

m Nama Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Protokoler Klasikal
Pelatihan Status Keimigrasian P 40
3 Pelatihan Pendetensian dan Deportasi PJJ 39
4 Pelatihan Kesamaptaan Klasikal 40
5 Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun PJJ 40
Publikasi Pelayanan
6 Pelatihan Dasar CPNS Gelombang | PJJ 639
7 Pelatihan Dasar CPNS Gelombang |I PJJ 640
8 Pelatihan Dasar CPNS Gelombaneg |lI PJJ 498
9 Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Blended 40
Support) Learning
10  Webinar CoP Tata Nilai BerAKHLAK Webinar CoP 130
11  Workshop Agenda Habituasi bagi Calon Coach PJJ 40
12 Webinar CoP Pengelolaan Pelayanan Webinar CoP 231
Pengaduan
13 Webinar CoP Bela Negara Indonesia Merdeka Webinar CoP 1775
14 Webinar Pengelolaan Pelayanan Publik Webinar CoP 1775
Total 5.963 orang



Data Capaian Output 2023

Sampai Juni 2023, Badiklat Hukum dan HAM Jateng melakukan akselerasi untuk
melakukan peningkatan jumlah output pengembangan kompetensi, sekaligus upaya
akselerasi konektifitas di 11 Provinsi, yang menjadi wilayah kerja.

Pada semester 1 tahun 2023, sebanyak 8.774 orang sudah mendapatkan akses.

m Nama Pengembangan Kompetensi

Pelatihan Protokoler Klasikal

2 Webinar CoP Penanggulangan Narkoba Webinar / CoP 2.065

3 Pelatihan Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Klasikal 40
Produksi

4 Seminar UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Seminar 160

5 Pelatihan Tata Kelola Teknologi Informasi Klasikal 40
Keimigrasian

6  Webinar CoP Workplace Learning (WPL) Webinar / CoP 476

7 Pelatihan Barang dan Jasa Blended Learning 40

8 Pelatihan Reformasi Birokrasi MOOC 1.289

9 Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun PJJ 40
Publikasi Pelayanan

10  Webinar CoP Digitalisasi dan Simplifikasi Webinar / CoP 320
Pembayaran APBN

11  Pelatihan Status Keimigrasian PJJ 40

12 Webinar CoP Kreativitas dan Perlindungan Hak ~ Webinar / CoP 416
Kekayaan Intelektual

13  Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa PJJ 40
Tinggal Terbatas

14 Webinar CoP Back To Basic Pemasyarakatan Webinar / CoP 2.968

15  Pelatihan Pelaksana Pos Pelayanan PJJ 40
Komunikasi Masyarakat

16  Pelatihan Keprotokolan MOOC 360

17  Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Klasikal 40

Total 8.774 orang



01 Data Pemenuhan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fulfillment Data

Perbandingan pemenuhan pengembangan kompetensi dari data output peserta atau
pegawai yang terlibat, dapat digambarkan sebagai berikut:

Ada potensi konektivitas akses pemerataan
pengembangan kompetensi sampai akhir 2023,
tambahan output sekitar 5.000 peserta atau 30

kegiatan pengembangan kompetensi klasikal dan —
non-klasikal

8.774

9p)
SQ

(e
N =
S =
o |
s 2
bp ©
=]
v =
£ 8
L
[

2018 2019 2020 2021 2022 2023




A
4 \-,. W I hN
l.._r' (- '1\‘ f |
FY |
Y Al Y
T | \ \
|
SR
- "‘:\-\._
]
—

Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi
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C1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

Strategi kebaruan bentuk pengembangan kompetensi yang menitikberatkan pada
variasi model pembelajaran, telah memberikan sejumlah dampak manfaat bagi
Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dan sebagian besar unit satuan kerja yang
ada. Hal penting terjadi adalah pemerataan akses atas pengembangan kompetensi
pada wilayah kerja dengan 300 UPT, dalam kondisi konektifitas transportasi dan
konektifitas jaringan internet yang belum sama.

Kalimantan
Barat

Kalimantan Kalimantan
Tengah Timur

Kalimantan
Selatan

Jawa Tengah (VA

Nusa Tenggara
Barat

DI 16 Nusa Tenggara
Yogyakarta Timur

Jumlah pegawai dari 300 UPT dan 10 Kantor Wilayah yang merupakan mandat kerja
dari Badiklat Kumham Jawa Tengah sekitar 23.300-an orang. Jumlah tersebut belum
termasuk potensi pegawai di luar Kemenkumham, dalam bidang hukum dan HAM

yang menjadi tanggung jawab pembinaan.




Ol Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

1. Percepatan dan Peningkatan Output Peserta Pengembangan Kompetensi

2018 200 Orang
2019 825 Orang
2020 574 Orang
2021 3.839 Orang
2022 5.963 Orang
2023> 8.774 Orang

Percepatan pemerataan akses pengembangan kompetensi ke 10 kantor wilayah
beserta 300 UPT terjadi sejak ditetapkan strategi penyelenggaraan yang bersifat
non-klasikal. Data yang tersaji belum termasuk pengembangan kompetensi mandiri
maupun efek alumni pelatihan yang melakukan tahapan mentoring pada bawahan
atau atasan langsung, serta proses sharing knowledge dari implementasi Rencana
Aksi (Action Plan) tiap pelatihan.

Pada 2023, oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit utama / eselon 1 bidang
pengembangan kompetensi, memberikan mandat bagi Badiklat Hukum dan HAM
dengan target kinerja 3.000 peserta.

Capaian Kinerja Badiklat Kumham Jawa Tengah
Per- 21 Juni 2023

3.000 8.774
h ‘-

Target Kinerja 2023 Capaian Juni 2023
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Ol Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

2. Percepatan Pemerataan Akses Pengembangan Kompetensi

Keterbatasan jumlah kuota peserta dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan
terstruktur non-klasikal sebanyak 40 orang, menjadikan strategi pemerataan
masih mengandalkan aspek representasi berdasarkan pulau. Strategi tersebut
dipengaruhi adanya:

a. Komposisi perwakilan 10 Kantor Wilayah (Kanwil)
Dalam penetapan 40 peserta, representasi 4 orang tiap kantor wilayah tentu
menjadi ketidakadilan bagi Kanwil yang memiliki jumlah unit kerja banyak.
Dengan demikian, Pulau Jawa justru mengalami “pembatasan” jumlah, untuk
mendukung afirmasi pengembangan bagi pegawai dari luar Jawa

b. Komposisi perwakilan 300 unit pelaksana teknis (UPT)
Jumlah UPT Pemasyarakatan dalam wilayah kerja Badiklat Kumham Jawa
Tengah adalah 249 unit, UPT Keimigrasian sebanyak 48 unit, serta UPT bidang
layanan hukum dan HAM sebanyak 3 unit.
Memperhatikan komposisi tersebut, tentu representasi kegiatan dipengaruhi
oleh UPT dengan jumlah yang lebih besar, yaitu Pemasyarakatan. Persoalannya,
banyak UPT Pemasyarakatan yang berada di daerah dengan konektifitas kurang
memadai. Untuk itulah, akselerasi pengembangan kompetensi mesti dilakukan
melalui basis di lingkungan kerja serta berbasis wilayah.

Komposisi Unit di Wilayah Kerja Badiklat Jateng

48
Imigrasi

10
Kantor

Wilayah
249
Pemasyarakatan
B Pemasyarakatan B Imigrasi Layanan Hukum HAM
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Ol Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

3. Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas

Variasi model pembelajaran non-klasikal yang dikembangkan Badiklat Kumham
Jateng, seiring dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
26 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem
Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM.

Pengembangan kompetensi tidak lagi hanya membatasi dalam bentuk pelatihan,
tetapi memiliki banyak ragamnya. Dengan demikian, peningkatan output / peserta
pelatihan tidak lagi hanya mengejar target kinerja yag diberikan pendanaan APBN,
tetapi juga dapat dikembangkan dengan non-anggaran APBN.

a. Peningkatan Kinerja
1. Capaian kinerja utama pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai
target dan mengalami peningkatan.
2. Pada Tahun 2021 capaian kinerja utama sebesar 93% (target 85%) dan
tahun 2022 sebesar 94% (target 90%).
3. Pada Triwulan | 2023 capaian kinerja utama sudah mencapai 93,2% dari
target 92%

b. Peningkatan Akuntabilitas

1. Perencanaan penganggaran pada tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan
sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

2. Pada 2021 kinerja anggaran sebesar 98,63% dan 2022 sebesar 97,64%.

3. Pada April 2023 kinerja anggaran sebesar 21,30%.

EMENTERIAN HUKUM DA W
'KANTOR WILATAN

ANTO! A " 22 -
e A S AN S S A TG RN

- e I, /N S
Dokumen LKIP Foto Perjanjian Foto Buku Lap Aplikasi e- Rapat terkait
Kinerja Keuangan Performance pencapaian kinerja
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Ol Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

4. Optimalisasi Penganggaran

Penyelenggaraan pelatihan klasikal di Badiklat Hukum dan HAM yang berada di
Semarang, rata-rata membutuhkan penganggaran sekitar 65.000.000 rupiah atau
1,6 juta tiap orang.

Pada 2022 misalnya, sebanyak b kegiatan pelatihan klasikal dan b/ended /learning
membutuhkan sekitar 250 juta dengan capaian output sekitar 200 orang. Tentu
menjadi realitas yang kurang mendukung pemerataan akses pengembangan
kompetensi pada konektifitas yang belum merata.

Jika Badiklat Kumham Jateng hanya melaksanakan sesuai mandat kinerja atau
perjanjian target kinerja tiap tahun dengan 3.000 pegawai, maka peran untuk
melakukan akselerasi pengembangan kompetensi di wilayah tidak akan tercapai.

BLC

Siapapun dapat mengikuti pengembangan
kompetensi mandiri (Se/f Study), gratis

Mentoring (untuk) Sharing Knowledge

Rencana Aksi / Action Plan pada semua

_“ pelatihan mendorong terbentuknya
ekosistem mentoring, gratis

Satu pelatihan klasikal
membutuhkan dana sekitar
65 juta dengan output
peserta 40 orang, atau

1,6 juta perorang. MOOC
Siapapun dapat mengikuti pengembangan
kompetensi mandiri (Se/f Study), gratis

SESUATU YANG BELUM
EFEKTIF DALAM AKSELERASI
AKSES PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Webinar / CoP
Siapapun dapat mengikuti pengembangan
kompetensi mandiri (Se/f Study), gratis

Pelatihan Berbasis Wilayah
Pengembangan kompetensi berdasarkan
zonasi sehingga mengurangi beban
perjalanan dinas

[y
|/
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Ol Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Result of Competency Development Implementation Evaluation

5. Peningkatan Persepsi Layanan yang Baik

Akselerasi pemerataan akses pengembangan kompetensi yang dilakukan Badiklat
Kumham Jateng yang dimulai dirintis sejak 2021, berdampak pada peningkatan
persepsi layanan yang semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei kepuasan
masyarakat yang dilakukan tiap bulan.

Survei kepuasan masyarakat kemudian menjadi dasar pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK).

<+ BADIKLAT fal | - BADIKLAT S5 BADIKLAT

8.8 8 &
8 ¢

d ¢

7.23 It AT)] 17.10 T X3 17.41

98.55 /100 98.45 /100 97.74./ 100 99.76 /100 99.46 /100

S IKM IPK IKM IPK
IKM IPK R R e -

d

seacad (@) HUKUM PEMAIUAN i @ HURUN DEMAIUAN | Z2

Januari 2023 Pebruari 2023

-
>

L33 17.36 L3 17.38
99.13 /100 99.20 /100 99.01 /100 99.31 /100

IKM IPK

PEMAJUAN o\ REFORMAST | ]
BorAKHLAK @, HOBUNT EEMAJUAN |

April 2023 Mei 2023
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Rencana Tindak Lanjut Implementasi

Pengembangan Kompetensi Masa Depan
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71 Rencana Tindak Lanjut Bentuk Pengembangan

Follow-up Plan Form of Development

@- badiklatjateng

@; badiklatjateng *Badiklat Kumham Jateng Perdana Bahas
Rancangan Konsep Konektifitas Akses Pengembangan
Kompetensi®

Semarang - Luasnya jangkauan dan kondisi yang beragam atas
wilayah kerja Badiklat Kumham Jawa Tengah, menyebabkan
perlunya membangun strategi pemerataan akses pengembangan
kompetensi. Untuk menyusun strategi membangun konektifitas
akses dan pemerataan pengembangan kompetensi tersebut,

== HUKUM DAN HAMJ‘TEN H I
/ Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo,

® s “/p memimpin rapat bersama jajaran, pada Selasa (20/06).

) — \
\ ‘ Q & "N § “Kita inisiasi, kita bahas strategi terbaru Badiklat Jateng,
N s z f =~ pengembangan kompetensi yang merata dan dapat dilakukan di
¥ S tempat kerja masing-masing,” ujar Kaswo.

Pemerataan akses menjadi penting karena konektivitas

\ G = ' > / transportasi serta konektivitas akses jaringan internet belum

) f o . 2 1, e sama. Wilayah kerja yang mencakup sebagian Pulau Jawa, Pulau
é > 5 Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT, membutuhkan terobosan model
L) pembelajaran yang tidak lagi mengandalkan metode klasikal,

tapi justru mengedepankan model-model nonklasikal yang

berbasis lingkungan kerja. Konsep ini secara lebih lanjut

disampaikan oleh Widyaiswara Badiklat Jateng, Muh. Khamdan.

“Model pembelajaran yang berbasis lingkungan kerja, dan
sedang dikembangkan oleh Badiklat Kumham Jateng

sesungguhnya adalah tindak lanjut dari webinar April kemarin,
bertajuk Workplace Learning.”, terang Khamdan.

BAD' KLAT KU M HAM JATENG Ke depan, Badiklat Jateng akan lebih masif mengampanyekan
model seperti MOOC, Webinar Series berbasis Community of
pERDANA BAHAS RANCANGAN Practices, pemanfaatan BLC dengan sejumlah sumber
pengetahuan krisis organisasi, serta mentoring dgn sharing
KONSEP KONEKTIFITAS AKSES e NPEAICSBRap acionpin
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

QY W
> REFORMASI AN bangga i}}i‘:ﬁd by ksw_suwitno and 6 others

sl (@) HURUM PEMAIUAN  Z0ofn =

(@ Addacomment..

Pemerataan akses menjadi penting karena konektivitas transportasi serta
konektivitas akses jaringan internet belum sama. Wilayah kerja yang mencakup
sebagian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT, membutuhkan
terobosan model pembelajaran yang tidak lagi mengandalkan metode klasikal, tapi
justru mengedepankan model-model nonklasikal yang berbasis lingkungan kerja.
Konsep ini secara lebih lanjut telah didiskusikan melalui Webinar Series berjudul
“Workplace Learning" Bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Sejumlah rencana tindak lanjut akan dilakukan oleh Badiklat Jateng dalam upaya
akselerasi pemerataan akses pengembangan kompetensi, terutama menyangkut
penyusunan model dan desain pembelajaran non-klasikal serta pengembangan
kompetensi berbasis di lingkungan kerja.
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1. Sosialisasi Konsep dan Model Workplace Learning
4 BADIKLAT

=m= HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

~ A

> oY

ERNA IRAWATI NURHADI

KEPALA PUSAT ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA
PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN BIROWAI SETIEN KEMENKUMHAM

LAN RI

VIRV RS WORKPLACE LEARNING (WPL) IH4:7.XF .

BENTUK PENGUATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pembelajaran bersifat proaktif dimana seseorang yang

belajar memegang kendali dalam mengatur proses
BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

mbelajarannya. Workplace atau Tempat Kerja disini
SELASA, 28 FEBRUARI 2023 pembelajarannya. Workpl pat Kerj

: diartikan sebagai lingkungan dimana pegawai

ZOOM MEETING melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, selain lokasi
PASSCODE : badiklat

fisik turut yang besar pula peranannya adalah

SCAN NOW

lingkungan non-fisik seperti tradisi, budaya, nilai, norma,

Q) REFORMASI PEMAJU! BAnggs ritual, interaksi ivitas kerja itu sendiri.
REFORMASE  PEMAJUAN b@eﬁ%’ég' itual, interaksi dan aktivitas kerja itu send

Sosialisasi tentang model pengembangan kompetensi berbasis Workplace Learning
(WPL) menjadi langka penting untuk dilakukan. Hal itu untuk terbangun satu
kesamaan implementasi, pengaturan standar baku yang sama, sekaligus
pembentukan tim penjamin mutu untuk pengembangan kompetensi di lingkungan
kerja. Langkah sosialisasi setidaknya mendukung sejumlah regulasi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang
diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran
Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM.

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peran
Jabatan Fungsional Widyaiswara pada pembelajaran di Tempat Kerja
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2. Pengembangan Pedoman dan Fitur Layanan M0OC
i BADIKLAT

IGAH

BADIKLAT KUMHAM JATENG HARI
INI: LAUNCHING MOOC
KEPROTOKOLAN, HINGGA
PERESMIAN VIRTUAL STUDIO

BADIKLAT KUMHAM JATENG
KEBUT TARGET MOOC
KEPROTOKOLAN

bang
seraxhiak’ (@) HURUM PEMAIUAN  fimedion

> ((Z2) REFORM: bR bangga
@ OB TN A

MOOC sebagai salah satu model pembelaaran yang dapat diakses kapanpun serta
dimanapun sesuai dengan kelonggaran waktu para pegawai, akan dikembangkan
dalam sejumlah nama pelatihan dan sejumlah fitur aktivitas pembelajaran lainnya.
MOOC menjadi salah satu investasi terbaik dalam pengembangan kompetensi,
berdasarkan analisis efektivitas implementasi pengembangan kompetensi.

Jumlah peserta dalam pelaksanaan di pertengahan 2023, mencapai hampir 2.000
orang partisipan, sedangkan yang sudah dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat
sebanyak 360 orang.

Pengembangan MOOC dapat diarahkan pada penguatan kompetensi manajerial,
kompetensi teknis, dan sosiokultural, yang dilakukan secara massif dan simultan.
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3. Pengembangan Microlearning dan Podcast Studio
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BADIKLAT KUMHAM JATENG
GELAR PELATIHAN CREATIVE
PODCAST DAN VIRTUAL STUDIO

Microlearning sebagai bagian dari sumber pembelajaran, yang diiringi dengan
Podcast pembelajaran, disadari betul oleh jajaran Badiklat Hukum dan HAM sebagai
bahan yang efektif untuk disosialisasikan pada pegawai di manapun.

Konektifitas akses internet yang belum memadai dan belum merata di seluruh
wilayah kerja Badiklat, menjadikan materi microlearning dan podcast pembelajaran
sebagai salah satu sumber belajar mandiri yang akan diintegrasikan di Badik/at
Learning Center (BLC).

BLC telah menyediakan fitur-fitur dokumen kritis organisasi, yang berisi tentang
Best Practices layanan maupun substansi pengetahuan teknis. Pada masa
pengembangannya, BLC akan merekam aktivitas pengembangan kompetensi yang
diikuti sertifikasi kemampuan melalui evaluasi pembeajaran terstruktur.
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4. Pengembangan Webinar dan co/ll/ﬂt/ﬂlz‘yofpraa‘/ce(COP)
“BADIKLAT $BADIKLAT

HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
CORP! ERIES
WEBINAR CORTUSEOES

w E BI NAR "BACK TO BASICS PEMASYARAKATAN"

BACK T BASICS
PEMASYARAKATAN

BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

SAHABAYT PEMBELAJAR

TELAH MENGIKUTI WEBINAR CORPU SERIES
BADIKLAT KUMHAM JATENG

e oM —
soraxiad (@) HURUM PEMMUAN gressen

#BADIKLAT

\ WEBINAR SORPUSERIES
\ .‘ "KREATIVITAS DAN PERLINDUNGAN KARYA TULIS
DALAM ERA DIGITAL"

~he
Heni Yuwono Dr. A. Yuspahruddin

Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan| Kakanwil Kemenkumham Jateng|

@D 700M MEETING PE FREE CERTIFICATE
Password : badiklat [
https://bit.ly/Back2BasicsPAS

LIVE STREAMING SCAN US!
Badiklatkumham Jateng

SAHABAT PEMBELAJAR

TELAH MENGIKUTI WEBINAR CORPU SERIES
BADIKLAT KUMHAM JATENG

BerAKHLAK @ REFQRMAST PEMAJUAN el

> 2\ REFORMASI PR JA bangga
HAK ASASI MANUSIA bangsa serarad @) HURUNM PEMAIUAN Zgregic

Webinar Series yang merupakan tindak lanjut dari diskusi terfokus pada Community of
Practices (CoP), menjadi salah satu primadona yang sering ditanyakan oleh sejumlah
pegawai dan kepala UPT pada Badiklat.

Usulan-usulan tema yang disampaikan, setidaknya adalah problematika yang dihadapi
langsung oleh pegawai pada jabatan tertentu. Termasuk juga tema yang menjadi
perhatian sebagian masyarakat, sehingga perlu segera mendapatkan respon dan
arahan langsung dalam pengambilan putusan kebijakan.

CoP yang ada sampai saat ini masih bersifat sukarela atau membentuk kelompok
sendiri. Pada masa mendatang, perlu pendataan agar benar-benar mejadi komunitas
yang turut andil dalam pencapaian sekaligus peningkatan kinerja organisasi.
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5. Optimalisasi Aplikasi Silaba untuk Pemetaan Kebutuhan

= |
BADIKLAT ? = |
JKUM DAN HAM JAWA TENGAH 9 1 |
= i | |
a
I

> M REFORMASI JUAN bangga |
BerAKHLAK HUKUM SoMailon  ymelayon

Langkah-langkah penyusunan model serta strategi akselerasi pemerataan akses
pengembangan kompetensi di 10 Kantor Wilayah, serta 300 Unit Pelaksana Teknis
(UPT), tentu tergantung pada database kebutuhan pengembangan kompetensi yang
ada. Penyusunan kebutuhan pelatihan selama ini menjadi kebijakan Sekretariat
Jenderal. Akan tetapi, Badiklat Kumham Jawa Tengah tetap akan melakukan Analisis
Kebutuhan Pembelajaran (AKP), untuk merekomendasi model serta metode dan Teknik
pengembangan kompetensi sebagaimana dibutuhkan secara individu, mandatory
jabatan, pencapaian kinerja organisasi, atau kebijakan strategis organisasi.

Langkah itu akan diperkuat melalui optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan
Badiklat Kumham Jateng, yang bisa melakukan sinkronisasi kebutuhan secara efektif.
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6. Penyusunan Standardlsa3| Pelatlhan Berbasis Wilayah

SELAMAT DATANG =
BALAI DIKLAT l P '

HUKUMDAN HaM B il o
JAWA TENGAH

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI g

\ uumn KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN mosm .
xcs BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA rswn '

25 s.d 27 Mei 2023

Pelatihan berbasis Wilayah merupakan model pengembangan kompetensi yang
pelaksanaannya berdasarkan zonasi wilayah. Kalimantan Tengah misalnya, dengan
konektifitas transportasi yang cukup jauh serta belum memadai, maka dapat dipilih
zonasi “satelit” pelatihan maupun bentuk pengembangan lain tanpa harus ke
badiklat Kumham Jateng di Semarang.

Model zonasi “satelit” pelatihan pada akhirnya lebih mampu menjawab kebutuhan
di masing-masing Kantor Wilayah, sesuai dengan isu strategis serta target kinerja
yang sudah dibuat. Oleh karena itu, penyusunan standardisasi pelatihan berbasis
wilayah akan dibuat untuk menjamin standar mutu, standar isi, standar sarana
prasarana, dan standar lainnya.

Melalui dokumen standardisasi nantinya, pegawai Badiklat Kumham jateng beserta
pegawai Kantor Wilayah yang di daerah, dapat dibentuk tim koordinator kegiatan.
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Pengukuran Dampak

Pengembangan Kompetensi
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1. Pengukuran Dampak Pelatihan Jarak Jauh

Sepanjang 2022, dilakukan pelatihan jarak jauh sebanyak 7 pelatihan dengan
jumlah output 1.977 orang. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) dilakukan dengan
sampel 30 % atau 593 orang. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

INDIKATOR |  KETERAMPILAN SIKAP
ALUMNI 93,61 93.39
REKAN 93,54 93.61
ATASAN 92.33 92 .50
17 93.17
e 93 16 93,17
S3.00
92,80
92,60
92 40
92,20
92 .00
91 .80

B PENGETAHUAN W KETERAMPILAN = SIKAP

Secara umum, evaluasi dampak dari pelatihan jarak jauh selama 2022 berdasarkan
tabele di atas dapat diartikan bahwa Alumni Peserta Pelatihan telah mengalami
peningkatan kinerja di satuan kerjanya setelah pelatihan dilaksanakan.

Peningkatan kinerja tersebut terdiri dari pengetahuan sebesar 92,29%,

keterampilan sebesar 93,16%, dan sikap sebesar 93,17%. Data tersebut diperoleh
dari kuesioner yg diisikan oleh Alumni, Atasan Alumni, dan Rekan Kerja Alumni.

Kelemahannya, bisa menganilasis perkembangan yang lebih mendalam untuk
mengetahui bahwa alumni pelatihan benar-benar mengalami peningkatan wawasan
dan kinerja, karena evaluasi belum dilakukan secara langsung ke lokus atau satuan
kerja pada masing-masing alumni peserta pelatihan untuk survei dan wawancara
secara langsung.
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BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

EVALUASI PASCA PELATIHAN (EPP)
PELATIHAN TEKNIS STATUS KEIMIGRASIAN
METODE PJJ

I TAHUN ANGGARAN 2022

(2]
K-_/
EVALUASI PASCA PELATIHAN (EPP)

Pelatihan Basic Trauma
Cardiac Live Support (BTCLS)

TA 2022

.....

Laporan
Evaluasi Pasca Pelatihan
Pelatihan Teknis Protokoler

Tahun 2022

LAPORAN EVALUASI
PASCA PELATIHAN

Pelatihan Teknis Kesamaptaan
Tahun Anggaran 2022
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Learning Always

| Learning All Ways |

@Badiklat Kumham Jateng

Jalan. Mr. Moch Ichsan, Kelurahan Wates
Kecamatan Ngaliyan, Semarang

Website: badiklat-jateng.kemenkumham.go.id
IG: badiklatjateng / Twitter: @badiklatjateng
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